
1. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lcmbarun Negura Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41. Tambahan
Lcmbarun Negara Republik Indonesia Nomor 3685) scbagaimana telah

I. Undang-Llndang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi
OIOnOI11Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian
Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2907) ;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,
Tarnbahun l.cmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) scbagaimana
iclah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran
Ncgaru Rcpublik Indonesia Tahun 1994 Nornor 62, Tsmbahan Lembaran
Nq:ara Rcpublik Indonesia Nomor 3569;

Mcngingat

h. bahwa schubungun dengan hal tcrsebut pada huruf a, Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2012 perlu ditetapknn dengan Peraturan Dacrah;

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asurnsi
kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit
organisasi. untnra kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang
mcnychahklln sisu lcbih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk
pcrnbiayaau dalum tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan
APBD Tuhuu Anggaran 2012;

Menimbang
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diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tabun 2000 Nomor 246
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Taboo 1997 tentang Sea Peroleban Hak Atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1997
Nomor 44. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

S. Undang-Undang Nomor 28 Tabun J 999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bcrsih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahnn Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang Undang Nomor 21 Tabun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi
Provinsi Papua (Lembaran Negara Tuhun 2001 Nomor 135).

7. Undang Undang Nomor 26 Taboo 2002 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja
Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten
Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven
Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk
Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Taboo 2003 Nomor 129).

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lernbaran Ncguru Republik Indonesia Tabun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lernbarun Ncguru Republik Indonesia Nomor 4286);

9. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lcmbarun Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor S. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundung-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389;

J I.Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Peagelolaan
don Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Ncgara Republik
Indonesia Tuhun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400;

12. Undang-Undnng Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pcrencanaan
Pcmbungunnn Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

13. Undang-Undnng Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lemburun Ncgara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan
Lcmbarun Ncgara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telab
diubuh dcngan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peruturuu Pcmerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
Tcntuug I'erubahnn Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004 tentang
Pcmerimuh Daerah menjadi Undung-Undpng (Lembaran Negara Republik
lndoneslu Tahun 2005 Nomor 108, Tambaban Lembaran Negarn Republik
Indoncsiu munor 4548); ,

14. Undnng-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Rcpublik Indonesia Tabun 2004 Nomor 126, Tanbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438;



15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negaru Repuhlik Indonesia Nomor 4090;

16. Peraturan Pcmerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembarun Ncgura Republik Indonesia Tabun 2001 Nomor 118, Tarnbahan
Lernbaran Nagara Republik Indonesia Nomor 4138);

17. Peraturau Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi Daerah
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor ) 19, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tabun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tamabahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang _Perubahan Atas Peraturan
Pernerintah Nomor 24 Tabun 2004 tenteng Kedudukan Protokoler dan
Kcuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 94. Tambahan
Lcmbarun Negura Republik Indonesia Nomor 4540);

19. Pcraturun Pcmerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layunan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

20. Peraturuu pemerintah Nomor 24 Tnhun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

21. Pcraturun Pcrnerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lemburan Ncgara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
l.cmburnn Ncgara Republik Indonesia Nomor 4574);

22. Peruillflill Pcmcrinlah Nomor 55 Tuhun 2005 tentang Dana Perimbangan
(1.cmharan Ncgaru Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lemburun Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

23. Peraturun Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Infonnasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

24. Peraturan pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambaban Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

25. Peruturun pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daeruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

26. Peraturan Pcmerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan pcncrapan Stander Penerapan Minimal (Lembarft Negara Republik
Indonesia Tuhun 2005 Nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

27. Peraturan Pemerintab Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerju lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4614);



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA TENTANO
PERUBAI-lAN ANOGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAII TAI-IUNANGGARAN 2012

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

DEWAN PERW AKlLAN RAKYAT DAERAH
daD

BUitATI KABUPATEN KAlMANA

35. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 25 Taboo 2009 tentang
Organisasi dan Tala Kerja Distrik dan Kelurahan Kabupaten K.ai.maoa;

36. Peraturan Bupati Kabupaten Knimana Nomor 1 Tabun 2012 tentang
Anggar.&nPcndapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana.

34. Peraturan Daerah Kabupaten Koimana Nomor 24 Tabun 2009 tentang
Organisasi dan Tala Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kaimana;

:no Pcrnturnn Dacrah Kabupalen Kaimana Nomor 23 Tahun 2009 tentang
Organisusi dun Tata Kerja lnspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Dncroh don Lemboga Teknis Daerah Kabupaten Kaimana;

32. Peraturun Daerah Kabupaten Knimana Nomor 22 Tabun 2009 teotang
orgnnisasi dan rata ketja sekretariat daerah dan sekretariat dewan perwakilan
rukYill daeruh Kabupaten Kaimana;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 15 Tahun 2007 teotang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahua 2006 tentang
Perubahan keempat Keputusan Presideo Republik Indonesia Nomor 80
Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah,

29. Peraturnn Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tabun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tabun Anggaran 2011;



Rp. 112.627.024.872,-

103.665.505.035,-
8.961.519.837.- ..

c. Lain-lain Penduputun Daerah yang Sah
I) Sernula Rp.
2) Beruunbah Rp.
Jumlah Lain-lain Pendaputun Daerah yang Sah
scielah Pcrubahun

b. Dana Pcrimbangan
I) Scmula Rp. 557.294.996.978,-
2) Bertumbuh Rp. 369.816.734.-
Jumlah Dana Perimbangun setelah Perubahan Rp. 557.664.813.712,-

13.99.168.090,-Rp.

13.474.168.090,-
25.000.000.-

Rp.
RD.

(I ) Pendapatan sebagaimanu dimaksud dalam Pasal I tcrdiri dari :
a. Pendaputan Asli Dacrah

I) Semula
2) Berturnbah
Jumlah Pencrimaan setelah Pcrubahan

Paul 2

0,-Rp.

Rp. 78.333.576.024,-

Sisa Lebih Pernbiuyaan Anggaran tuhun Bcrkenaan

Pembiayann Netto

b. Pengeluuran
I) Semula Rp. 1.500.000.000,-
2) Bertambah !:Ri!.p.'-- ~O~.-
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan ...,R",p...._...!.I.:..::.5""0"",0.,,,,0,.;00,,-,.,.;00,,-,0~.-

Rp. 3.531.112.076,
Rp. 76.302.463.948.-

Rp. 79.833.576.024,-

Rp. 676.465.782.179,
Rp. 85.658.800.519.-

Rp. 762.124.582.698,-

Rp. 674.434.670.103,
Rp. 9.356.336.571.-

Rp. 683.791.006.674,-

3. Pembiayaan Dacrah:
a. Penerimaan

I) Semula
2) Bertumbah
Jumlah Pcnerimaan setelnh Pcrubahan

2. Belanja
a. Semula
b. Bertambah

Jumlah Bclanja sctelah Pcrubahan

I. Pendapatun
a. Semula
b. Bertambah

Jumlah Pendapatan sctelah Perubahan

Pasa] 1

Perubahan Anggarun Pcndaputan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut:



(4) Lain-lain pcudapuiuu daeruh yung sah sebagaimanu dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri
dari jenis pendupatan
a. Hibah

I) Semula Rp. 1.900.000.000.-
2) Bertambah Rpt 0,- •
Jumlah Hibah setelah Perubahan Rp. 1.900.000.000,-

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pernerintah Daerah Lainnya
I) Semula Rp. 0,-
2) Beruimbah Rp. 3.768.357.808.-
Jumlah Dana Darurat setcluh Perubahan Rp. 2.333.291.916,-

37.262.930.000,-

c. Dana Alllkasi Khusus
1) Semula Rp. 37.262.930.000,-
2) Bcrtambah :->RoI7p.'-- --'O"'-,-
Jumlah Dana Aluknsi Khusus sctelah Perubahan Rp.

c. Dana Alokasi Umum
I) Semula Rp. 444.833.556.000,-
2) Bertarnbah Rp. 0.-
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp. 444.833.556.000,-

75.568.327.712,-

(3) Dana Perimbungan sebaguimana dimaksud pada ayat (I) hurufb terdiri dari
jenis pendaputan :
a. Dana Bagi I-Iasil

1) Sernula Rp. 75.198.518.675,-
2) Bertambah ..."RR"'._---"'3=69"".8""i""'6:..,:...7....34!.L.,-
Jumlah Dana Bagi I-Iasil setelah Perubahan Rp.

Lain-lain Pendapalan Asli Dacruh Yang Sah
3) Semula Rp. 6.500.000.000,-
4) Bertambah Rp. 0,-
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sub
setelah Pcrubahan Rp. 6.500.000.000,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisabkan
I) Semula Rp. 4.500.000.000,-
2) Bertambah Rp. 0,-
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
setelah Pcrubahan Rp. 4.500.000.000,-

1.535.893.000,-

C. Retribusi Daerah
1) Semula Rp. 1.535.893.000,-
2) Bertambah .!..::R"'p.'-- ....Qc.a;;.,-
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp.

963.275.090,-Rp.

938.275.090,-
25.000.000,-

Rp.
Rp.

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (J) huruf a terdiri dari jenis
pendapatan :
a. Pajak Dacrah

1) Semula
2) Bertambah
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan



0,-

f. Belanja Bagi Hasil
I) Semulu Rp, 0,-
2) Bertumbah ..,R...o....., ...lOt...;;,-
Jumlah Bdanja Dagi l lusil setelah Perubahan Rp.

c. Belanju Bantuan Sosial sejumlah
I) Semula Rp. 57,546,000,000,-
2) Bertambah ~Rlo(.:o.~2~2.:.!:,2~04:!..:.'.!..l11..::.5~.OOOlQ!.:'-
lumlah Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp." 79,750.115,000.-

Rp. 9.434,000,000.-
RD. 1,874,549.000.-

Rp, 11,)08.549,000.-

d. Belanja Ilibah sejumlah
I) Semula
2) Bertambah
lumlah Hibah sctelah Pcrubahnn

0,-

c. Belanja Subsidi
I) Semula Rp, 0,-
2) Bertumbah ..,R...o....., -'0""-,-
Jurnlah Belanju Subsidi sctclah Perubahan Rp.

0,-

b. Bclunju Bungu
I) Sernula Rp. 0,-
2) Bertumbah ..,Rp*,-, -'0""-,-
Jumlah Uelanja Bunge setelah Perubahan Rp,

(2) Belanja tiduk langsung scbagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a terdiri dari jenis belanja :
a. Belanju l'eguwui

I) Scmuln Rp. 107.452.257.490,-
2) Benambah RD' 1li.585. 169.40 1.-
Jumluh Bclllnju Pegnwai sctclah Perubahan Rp. 16.585.169.401,-

b. Bclanja l.angsung
I) Semula Rp. 493.613.524.689,-
2) Bertambah RD' 45.994.967.118,-
Jumlah Bclanja Langsung sctelah Perubahan Rp. 539.608.491.807,-

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dati :
a. Belanja Tidak Langsung

I) Semula Rp. 182.852.257.490.-
2) Beriumbah RD' 39.663.833.401.-
Jumlah Bdanja Tidak Lungsung setelah Perubahan Rp. 222.516.090.891,-

Pasal3

Rp. 108.393.732.956,-

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
I) Semula Rp. 97.997.147.227,-
2) Bertambah ~R~o.=---..!..:I0:<..:..3""9,-,,60!.=.5,-,<8~5.,,,-72~9:....,-
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
setelah Perubahan



0.-

f. Belanja Bagi Hasil
I) Semulu Rp. 0,-
2) Bertambah =-R""p.;.... -'0......-
Jumlah Sclunju Hagi Hasil sctelah Pcrubahan Rp.

c. Hclauja Rantuun Sosial sejumlah
I) Semula Rp. 57.546.000.000,- .
2) Bertarnbah .:..:R~p.,--~22"".2::.>O,-,4.:..!.I...!.I:<.:5..><;00,,",0~,-
Jumlah Bantuan Sosial sctelah Perubahan Rp. r 79.750.115.000,-

d. Belanja Hibah sejumlah
I) Scmula Rp. 9.434.000.000.-
2) Bertambah ~R...p.,--_I,",.:8"",7-,4"",.5,-,-49.<.:.",,,00,,",0,",-,-
lumlah Hibah sctelah Perubuhun Rp. 11.308.549.000,-

c. Belanja Subsidi
I) Semula Rp. 0.-
2) Bertambah ....R...p.'-- -"O"-,-
Jurnlah Bclanja Subsidi sctclah Peruhahan Rp. 0.-

0.-

b. Belanja Bunga
I) Semula Rp. 0.-
2) Bcrtambnh fuh_ ---'O...._-
.Iumlah Bclaoja Bunga sctclah Pcrubuhan Rp.

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a terdiri dari jenis beJanja :
a. Bclanja Pegawai

I) Semula Rp. 107.452.257.490.-
2) l3ertamhuh Rp. I().585.J69.401.-
Jumlah Belanja Pcgawai setelah Pcrubahan Rp. 16.585.169.401,-

b. Bclanju l.angsung
I) Semula Rp. 493.613.524.689,-
2) Bertambah Rp. 45.994.967.118,-
lumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 539.608.491.807,-

(I) Belanja Dacrah scbagaimana dimaksud dalam pasal I terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsun];

I) Scutula Rp. 11{2.852.257.490,-
2) Bcrtambah Ro.,___J9.663.833.401,-
JUIIlIah Bclanja Tidak l.nugsung sciclah Perubahan Rp. 222.516.090.891,-

Pasal3

Rp. 108.393.732.956,-

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
I) Semula Rp. 97.997.147.227,-
2) Bertambah RD. 10.396.585.729,-
Jumlah Dana Penycsuaiuu dan Otonomi Khusus
setelah Perubahan

L

r
I



•
Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Bupati menetapkan peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja.

Pas.16

7. Lampiran VII Laporan Kcuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan

Daerah;

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan
Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Ncgara;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi, Program danKegiatan;

3. Lampiran IfI Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah

.Organisasi.Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran If Ringkasan Perubahan APBD menurut Urutan Pemerintahan Daerah dan

Organisasi;

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;

Uraian lebih lanjul Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahlcan dari Peraturan

Daerah ini, terdiri dari :

Pasal S



..

LEMBARAN DAERAH KABUI'ATEN KAlMANA rAHUN 2012 NOMOR be>

Diundangkan datum lembaran Dacrah Kabupaten Kaima a
Nomor ,,1)Tanggal 4 Desember 2012

Ditetapkan di Kaimana
Pada tangg' 4 Desember 2012

I BUPAT KAIMANA

Agar setiap orang rnengctahuinya, mcmerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lernbaran Daerah,

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Pual7


